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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai                           “Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Motivasi Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai yang didasarkan pada pencapaian motivasi melalui pemberian kompensasi dan pengembangan kompetensi para Aparatur Sipil Negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kompensasi, kompetensi, motivasi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat relatif sudah baik. Kompensasi   dan kompetensi berpengaruh terhadap motivasi secara simultanah sebesar 71,04%. Secara parsial kompensasi  berpengaruh terhadap motivasi sebesar 44,24% dan kompetensi berpengaruh terhadap motivasi sebesar 26,80% serta motivasi memberikan pengaruh terhadap kinerja sebesar 75,52%.
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I.	PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah pasca diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2015 berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Jasa layanan yang disediakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan oleh investor untuk meningkatkan kapabilitas teknologinya dimana BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai peran yang strategis serta ingin mewujudkan Visi Jawa Barat tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtra, dari  visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia jabar yang produktif dan berdaya saing meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dan kualitas demokrasi, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. BPMPT menerjemahkan visi Jawa Barat tersebut dengan visi meningkatkan penanaman modal di Jawa Barat.  
Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang menggambarkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat Adapun misinya adalah meningkatkan koordinasi penanaman modal di Jawa Barat, dan meningkatkan proposionalisme aparatur. BPMPT Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu badan koordinasi promosi dan penanaman modal Provinsi Jawa Barat, BPMPT Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.  Kebijakan promosi dan penanaman modal perlu diarahkan pada investasi yang menimbulkan dampak minimal terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya diperlukan peningkatan koordinasi promosi dan penanaman modal diseluruh wilayah pengembangan Jawa Barat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, anggaran, kebijakan teknis dan sumber daya manusia. Sejalan dengan itu tujuan yang ingin dicapai oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun kedepan adalah meningkatakan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran BPMPT Provinsi Jawa Barat, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggung jawaban kepada stakeholder mengenai rencana penggunaan sumber daya dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan promosi dan penanaman modal di Jawa Barat.
Setiap pegawai mempunyai perbedaan individual sebagai akibat dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam di mana hal tersebut akan terbawa ke dalam pekerjaannya. Perbedaan-perbedaan tersebut sedikit banyak akan dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Disamping itu suasana batin/psikologis seseorang secara individu dalam lingkungan organisasi tempatnya bekerja, juga akan ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjanya. 
Keberadaan manusia merupakan motor penggerak utama dalam organisasi, maka jika sebuah organisasi memiliki prosedur kerja yang baik, memiliki struktur organisasi, dan juga memiliki teknologi, tetapi dalam organisasi tersebut tidak ada manusia, maka semua komponen diatas tidak akan mempunyai arti apa-apa dalam upaya menggerakan organisasi. Namun sebaliknya jika dalam sebuah organisasi tidak memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi tetapi ada manusianya, maka organisasi tersebut masih dapat berjalan walaupun dalam dinamika yang sangat rendah. Keberadaan manusia sangat penting karena manusia tidak dapat ditiru oleh orang lain, sementara teknologi, prosedur kerja, dan struktur organisasi dapat ditiru oleh orang lain, maka dalam hal ini pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya manusia menjadi sangatlah penting.
Sumber Daya Manusia atau pegawai dalam perusahaan merupakan penentu bagi keberhasilan perusahaan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, tujuan perusahaan akan tercapai apabila pegawai memiliki kinerja yang baik. Dessler (2010:25) menyatakan bahwa dalam organisasi modern, sumber daya manusia mempunyai peran baru diantaranya: pendorong produktivitas, membuat intansi /perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap inovasi produk dan perubahan teknologi, menghasilkan jasa pelayanan yang unggul, membangun komitmen dalam diri pegawai, dan mengembangkan serta mengimpelementasikan strategi.
Kinerja pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai merupakan bagian dari alat manajemen personalia yang dapat mendorong dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. Sumber daya manusia yang ada diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kinerja pegawai pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas pegawai, karena bagaimanapun juga hal tersebut menempati posisi yang cukup strategis sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
Kinerja pegawai pada dasarnya berkaitan dengan faktor pendidikan, keterampilan, disiplin, etika kerja, serta lingkungan iklim kerja. Dengan demikian  pegawai merupakan faktor kinerja yang utama dan dinamis yang menjadikan suatu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang melebihi hasil yang sebelumnya. Disamping itu, sasarannya mengarah kepada kemampuan organisasi untuk memperbaiki cara kerja yang berlangsung secara terus menerus.
Pemilihan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sebagai lokus penelitian  didasarkan atas beberapa pertimbangan tertentu, yaitu pelaksanaan otonomi daerah pasca diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2015 berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta adanya instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang kesemuanya itu memerlukan kinerja Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
Sumber daya manusia di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat merupakan aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam suatu organisasi, tidak seperti mesin, uang dan materil yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu, dan terampil belum menjamin produktifitas kerja yang baik apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya tujuan organisasi jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi. Sumber daya manusia yang kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya.
Kinerja umum BPMPT Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dari realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2015, adalah sebesar Rp. 121,516 Trilyun, terdapat peningkatan Rp. 12,622 Trilyun atau terjadi peningkatan investasi sebesar 11,59 % dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Investasi berdasarkan Jumlah Proyek, Investasi PMA/PMDN 
dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2015
No	Jenis Informasi	Tahun	Laju pertumbuhan (%)
		2014	2015	
1	Jumlah total proyek (buah)	24.788 	37.213 	50,13 
	PMA (buah)	2.393 	5.108 	113,46 
	PMDM (buah)	22.395 	32.105 	43,36 
2	Jumlah total investasi PMA dan PMDN (Rp)	108,894 Trilyun 	121,516 Trilyun 	11,59 
	PMA (Rp)	70,986 Trilyun 	71,73 Trilyun 	1,05 
	PMDN (Rp)	37,908 Trilyun 	49,78 Trilyun 	31,32 
3	Penyerapan tenaga kerja (orang)	396.083 	349.377 	(11,79) 
	PMA (Orang)	311.261 	240.048 	(22,88) 
	PMDN (Orang)	84.822 	109.329 	28,89 
Sumber : BPMPT Tahun 2015 (berdasarkan data LKPM dan Non LKPM s/d 31 Desember 2015)

Jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2015 adalah 37.213 buah, terjadi peningkatan sebesar 50,13 % atau sebesar 12.425 buah proyek dibandingkan dengan jumlah proyek pada Tahun 2014. Sedangkan, jumlah penyerapan tenaga kerja (Indonesia) pada tahun 2015 adalah 349.377 orang, terjadi penurunan sebesar 46.706 orang atau penurunan sebesar 11,79 % dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014, yang tersebar diberbagai jenis lapangan usaha. 
Data mengenai realisasi investasi PMA dan PMDN Tahun 2014 dan 2015 didasarkan kepada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Non LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan penanaman modal kepada BKPM dan BPMPT.
Berdasarkan laju pertumbuhan jumlah proyek, investasi PMA/PMDN dan penyerapan tenaga kerja yang mengalami peningkatan yang signifikan di tuntut adanya kinerja Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, memiliki kinerja yang tinggi  dan memahami permasalahan penanaman modal serta untuk melaksanakan proses pelayanan administrasi perizinan di lingkungan BPMPT.








Kinerja Pegawai Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu 
(BPMPT) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015
No	Kinerja	Real   (%)	Target  (%)
1	Mutu (kualitas) hasil Pekerjaan	80	100
2	Jumlah (kuantitas) hasil Pekerjaan	78	100
3	Pengetahuan tentang Tupoksi	79	100
4	Kecekatan (keterampilan dalam melakukan tugas pekerjaan	77	100
5	Rasa pengabdian (kesetiaan, disiplin dan tanggung jawab)	79	100
6	Kerajinan	78	100
7	Kerjasama 	85	100
Sumber : BPMPT Provinsi Jawa Barat, data diolah kembali  (2015)
Berdasarakan Tabel 1.2 tersebut menujukkan bahwa kinerja pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat belum optimal karena belum sesuai dengan target yang diharapkan.  Hal ini dilihat dari belum maksimalnya kerja dari masing-masing pegawai, masih banyak pegawai yang menunda pekerjaan, masih ada pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi disebabkan karena masih kurangnya pelatihan yang didapat oleh pegawai, serta  kurang puasnya pegawai terhadap apa yang diterima oleh pegawai, baik dalam hal fasilitas, reward, penghargaan atas hasil kerja, kenyaman dalam bekerja yang memberikan dampak motivasi pegawai menjadi rendah. Dengan demikian pegawai Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat senantiasa harus dibina, dibimbing dan diarahkan, dididik dan sebagainya dengan jalan memperbanyak pelatihan pegawai sehingga pegawai memliki kemampuan,  semangat /motivasi bekerja serta kompetensi yang baik. Disisi lain kompetensi yang dimiliki pegawai harus mampu menstimulus untuk melakukan kreasi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.
Data di atas diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan kinerja pegawai di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kinerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kinerja Pegawai
No	Materi Pernyataan	Setuju	Ragu – Ragu 	Tidak Setuju
1	Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu	20%	15%	65%
2	Memahami dan menguasai pekerjaan  sehari-hari	23%	10%	67%
3	Kemampuan sesuai dengan beban pekerjaan dan latar belakang pendidikan	50%	10%	40%
4	Selalu mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas	25%	20%	55%
5	Berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kerja	45%	20%	35%
      Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa 67% pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan yang dilakukan,  65% pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, dan 55% pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kurang mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak BPMPT Provinsi Jawa Barat, karena akan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Pegawai harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi agar nantinya didapatkan kinerja yang baik, dalam rangka ikut serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Motivasi kerja di sini merupakan suatu kondisi/keadaan yang mempengaruhi seseorang untuk terus meningkatkan, mengarahkan serta memelihara perilakunya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerjanya (Soeroso, 2011:201).
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya motivasi kerja pegawai antara lain kekurangpuasan seseorang terhadap pekerjaannya dan kurangnya insentif yang diterima. Kurangnya insentif bukan hanya masalah uang tetapi dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan pendidikan dan pemberian lain berupa penghargaan-penghargaan, serta dapat juga karena ruang kerja dan suasana kerja yang kurang menyenangkan. 
Motivasi kerja berkaitan erat dengan upaya yang dikeluarkan oleh pegawai dalam bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mencoba melakukan yang terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah pegawai yang seringkali tidak mau mencoba melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaannya. 
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai motivasi yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.4
Penelitian Pendahuluan Mengenai Motivasi
No	Materi Pernyataan	Setuju	Ragu – Ragu 	Tidak Setuju
1	Tantangan dalam pekerjaan membuat saya tidak merasa bosan dalam bekerja	23%	10%	67%
2	Saya dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain	50%	10%	40%
3	Saya bangga  mendapat tanggung jawab dari pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya	62%	20%	18%
4	Komunikasi yang terbuka membuat saya dapat bekerja dengan baik	45%	20%	35%
  Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa 67% pegawai menilai dalam bekerja kadang merasa bosan, karena tidak ada tantang dalam pekerjaan. Masalah tersebut menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja, sehingga secara langsung hal ini akan membawa dampak terhadap kinerja para pegawai yang akan menghasilkan mutu pelayanan yang rendah. Mutu pelayanan pada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja para pegawai.
Upaya meningkatkan kinerja pegawai agar sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan peningkatan kompetensi pegawai yang dapat diperoleh melalui program pelatihan. Kompetensi merupakan basis dari berbagai aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia seperti kebijakan organisasional (penempatan, promosi, rotasi), rekrutmen, kompensasi dan pengembangan (training, manajemen karir, rencana suksesi). Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi sering dibedakan menjadi dua tipe, yakni soft competency atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Contoh soft competency adalah: leadership, communication, interpersonal relation, dll. Tipe kompetensi yang kedua sering disebut hard competency atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency adalah : electrical engineering, marketing research, financial analysis, manpower planning, dll. (Kesipahada, 2009).
Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dengan keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang dimiliki. Penggunaan kompetensi sebagai asas berbagai aspek manajemen sumber daya manusia kini semakin menjadi trend dalam mewujudkan satu organisasi pembelajaran. Kompetensi membedakan pengetahuan kerja (job knowledge) dengan perilaku tersirat seseorang anggota di dalam organisasi. Istilah kompetensi digunakan untuk merujuk pada area pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan kompeten dan juga untuk merujuk pada perilaku yang terletak dibalik kinerja yang kompeten.








Penelitian Pendahuluan Mengenai Kompetensi Pegawai
No	Materi Pernyataan	Setuju	Ragu – Ragu 	Tidak Setuju
1	Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi	62%	18%	20%
2	Menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja	20%	13%	67%
3	Memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan	22%	20%	58%
4	Melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang datang	15%	25%	60%
       Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Hasil pra survei menggambarkan bahwa kompetensi pegawai di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya baik, hal ini terlihat dari 67% pegawai kurang bisa menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja, 60% pegawai kurang bisa melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang datang, dan 58% pegawai kurang memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.
Disamping kompetensi pegawai yang dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya bila pegawai tidak memiliki motivasi kerja, maka pegawai tidak akan dapat bekerja dengan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Pegawai membutuhkan motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja. Memotivasi kerja pegawai diantaranya dengan cara memberikan kompensasi.
Kompensasi diberikan kepada pegawai negeri merupakan  penghargaan atas prestasi kerjanya sebagai sebagai abdi Negara. Kompensasi yang tinggi pada seorang pegawai diharapkan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari pegawai yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi/rendahnya produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan. Secara garis besar ada dua bentuk kompensasi pegawai, yaitu bentuk langsung yang merupakan upah dan gaji, sedangkan bentuk kompensasi yang tak langsung adalah pelayanan dan keuntungan (Mangkunegara, 2011:85). Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kebijakan peningkatan penghasilan pengawai. Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan bobot pegawai, disiplin dan penilaian prestasi kerja pegawai melalui penilaian kinerja instansi. Diberikan setiap 3 bulan sekali.
Penerapan kompensasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat masih menjadi masalah yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pegawai, terlihat dari berbagai kondisi sebagai berikut : 1). Sistem kompensasi yang berlaku kurang transparan karena di samping gaji dan pegawai yang menerima tunjangan khusus dan sejumlah honorium dari pos non gaji sehingga terjadi ketidakadilan dalam penghasilan (tidak semua dapat tunjangan khusus dan honorium).
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kompensasi yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.6
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kompensasi
No	Materi Pernyataan	Setuju	Ragu – Ragu 	Tidak Setuju
1	Sistem insentif yang diterapkan dapat memberikan kepuasan 	30%	10%	60%
2	Sistem tunjangan jabatan yang diterapkan dapat membantu menambah kemampuan ekonomi 	50%	30%	20%
3	Sistem pemberian uang lembur yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan 	20%	30%	50%
4	Pimpinan memperlakuan saya dengan baik	60%	20%	20%
       Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2016
Hasil pra survei menggambarkan bahwa kompensasi yang diterima pegawai di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat khusunya kompensasi finansial belum sepenuhnya baik, hal ini terlihat dari 60% pegawai menilai sistem insentif yang diterapkan belum sepenuhnya dapat memberikan kepuasan, dan 50% pegawai menilai sistem pemberian uang lembur yang diberikan kurang dapat meningkatkan kesejahteraan.
Keadaan-keadaan di atas, diduga terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa faktor manusia menjadi titik tolaknya, faktor manusia yang dimaksud peneliti adalah kompensasi, kompetensi, dan motivasi pegawai yang melaksanakan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab, berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana, karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul : “Pengaruh Kompensasi dan Kompentensi Terhadap Motivasi Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat”.
Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup didalam penelitian terhadap kompensasi, kompetensi, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara. 
Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:  
1.	Kinerja pegawai yang belum optimal, dimana jumlah kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang dicapai serta kecekatan dalam melakukan tugas pekerjaan belum sepenuhnya terampil.
2.	Pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang
3.	Sistem tunjangan yang diterapkan BPMPT kurang memenuhi harapan seperti pemberian insentif atau tunjangan yang belum proporsional, dan beban kerja yang tinggi.
4.	Motivasi pegawai yang masih kurang dimana masih banyak pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai waktunya.
5.	Ketidak pahaman pegawai terhadap komitmen organisasi dalam mengelola sumber daya terbaiknya dan dalam memfokuskannya pencapaian sasaran/tujuan strategis dan operasional dengan cara dan waktu yang efektif dan efisien.
6.	Implementasi budaya organisasi di BPMPT secara keseluruhan sedang mengalami penurunan intensitas, dikarenakan komitmen yang kurang dan komunikasi tentang budaya kerja yang kurang intensif.
7.	Kurangnya motivasi pegawai untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan bagi pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi pribadi. 
8.	Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas
9.	Bekerja belum sesuai dengan standar yang ditentukan 
10.	Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik
11.	Kurang bersifat positif terhadap suatu pekerjaan
12.	Jarang membuat rencana dan jadwal kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1.	Bagaimana kompensasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
2.	Bagaimana motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
3.	Bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
4.	Seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
5.	Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
6.	Seberapa besar pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat secara simultan.
7.	Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi, kompetensi, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalis :
1.	Kondisi kompensasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
2.	Kondisi motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
3.	Kondisi kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
4.	Besarnya pengaruh kompensasi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
5.	Besarnya pengaruh kompetensi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
6.	Besarnya pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat secara simultan.
7.	Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik oleh perguruan tinggi, yang berguna sebagai acuan bagi civitas akademika khususnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan kompensasi, kompetensi, motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara.
Manfaat Praktis
Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
Bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai yang didasarkan pada pencapaian motivasi melalui pemberian kompensasi dan pengembangan kompetensi para Aparatur Sipil Negara.
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1	 Kajian Pustaka
Kompensasi
	Menurut Dessler (2010:46) “Kompensasi adalah semua bentuk bayaran atau hadiah bagi pegawai  dan berasal dari pekerjaan mereka”. 
		Mondy (2011:4) “kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan”. 	Werther dan Davis (2010:119) menyatakan bahwa : “Kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik di desain dan dikelola oleh bagian personalia”. Sedarmayanti (2011:23) menyatakan “kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka”. 
	Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang menjadi karyawan, tapi juga besar pengaruh terhadap semangat dan kegairahan kerja para karyawan. Dengan demikian maka setiap organisasi harus dapat menetapkan kompensasi yang paling tepat, sehingga dapat menopang mencapai tujuannya secara lebih efektif dan lebih efisien. Seberapa besar kompensasi diberikan harus sedemikian rupa sehingga mampu mengikat para karyawan. Hal ini adalah sangat penting sebab bila komponen yang diberikan kepada para karyawan terlalu kecil bila dibandingkan perusahaan yang lain, maka hal ini dapat menyebabkan karyawan pindah.
Kompetensi
     	Menurut Mitrani yang diterjemahkan oleh Dadi Pakar (2011 :21), Kompetensi adalah:  “Sebagai suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil”.
 Menurut, Spencer and Spencer  yang dialih bahasakan oleh  Surya Dharma ( 2011: 109 ) mengemukakan kompetensi yaitu :(An underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation). Artinya kurang lebih sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya.  
Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A Tahun 2005 (2006:47) tentang pengertian Kompetensi adalah :Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya profesional, efektif dan efisien.
Motivasi
Untuk mengetahui lebih luas tentang masalah motivasi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian tentang motivasi. Motivasi dapat ditafsirkan dan diartikan berbeda oleh setiap orang sesuai dengan tempat dan situasi dari masing-masing orang itu serta disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia. Namun ditinjau dari aspek taksonomi, motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang artinya bergerak. Menurut Winardi, (2010 : 1), istilah motivasi berasal dari perkataan bahasa latin, yakni movere yang berarti “menggerakkan” (to move). Dengan demikian secara etimologi, motivasi berkaitan dengan hal-hal yang mendorong atau menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu.
Kinerja Pegawai
Mangkunegara (2011:67) mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) sebagai berikut: “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Sementara itu Bernardin dan Russel dalam Hasibuan (2011:379), mengatakan bahwa “Kinerja pegawai tergantung pada kemampuan, usaha kerja dan kesempatan kerja yang dinilai dari out put”. Timpe (2011:ix), mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah: “Tingkat kinerja individu, yaitu hasil yang diinginkan dari perilaku individu.  
Disamping itu, kinerja (performance) diartikan sebagai hasil kerja seseorang pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit  dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).    
Dari pengertian di atas dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana seseorang pegawai yang dapat dikatakan berprestasi dan bagaimana seorang pegawai yang kurang berprestasi. Seorang pegawai yang berprestasi apabila ia dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya didasarkan atas kecakapan, profesionalisme, memiliki pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, tanggung jawab, memperhatikan ketentuan waktu serta dilaksanakan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

2.2	 Kerangka Pemikiran
Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat menentukan bagi kelangsungan dan kemajuan suatu organisasi, sebab meskipun seluruh sumber daya lainnya tersedia, tetapi apabila tidak ada kesiapan dari sumber daya manusianya organisasi tersebut dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik sehingga memiliki motivasi kerja yang tinggi yang pada akhirnya akan berakibat kepada kinerja.
Menurut Martoyo (2000:152), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan atau kinerja karyawan adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, komitmen, sikap, sistem kompensasi, aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek teknis, dan perilaku lainnya. Davis (2002:62) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah kemampuan (ability) : kecerdasan dan keterampilan, motivasi dipengaruhi oleh perilaku dan iklim organisasi yang meliputi sikap pimpinan, situasi kerja serta iklim komunikasi. Demikian pula menurut Lower dan Porter dalam Indra Wijaya (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah motivasi dan kemampuan. Ada tiga faktor penting yang mempengaruhi prestasi kerja menurut Steers dalam Hasibuan (2006:271), yaitu (1) kemampuan, kepribadian, dan minat kerja; (2) kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja; dan (3) tingkat motivasi pekerjaan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja karyawan di atas, maka faktor-faktor yang akan dianalisis dalam kajian teori ini adalah kompensasi, kompetensi, motivasi dan kinerja pegawai.













2.2	  Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.	Kompensasi berpengaruh terhadap motivasi.
1.	Kompetensi berpengaruh terhadap motivasi.
1.	Kompensasi dan kompetensi berpengaruh terhadap motivasi secara simultan.




	Metode penelitian yang digunakan pada  penelitian ini adalah metoda penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono (2013:11)  metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme . Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggeneralisasi data empiris dengan merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas,walaupun populasi penelitian besar, tetapi dengan mudah dapat dianalisis, baik melalui rumus-rumus statistik maupun komputer. Dengan demikian, dapat penulis lakukan interpretasi atas informasi dan hasil penelitian yang penulis terima, yang dengan demikian penulis dapat mencari jawaban atas fenomena yang ada, antara data yang diterima, pengalaman pribadi penulis, serta teori yang ada.


Definisi Variabel dan Pengukurannya
Dalam penelitian ini ada tiga pokok variabel yang akan diteliti, yaitu variabel X, dan Y.

Rancangan Analisis Data
Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan kuesioner dapat dikelompokkan ke dalam tiga langkah, yaitu : persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan penelitian. Persiapan adalah mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner serta memeriksa kebenaran cara pengisian. Melakukan tabulasi hasil kuesioner dan memberikan nilai (scorring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner tertutup dengan menggunakan skala ordinal 1-5 pada setiap butir kuesioner, nilai yang diperoleh merupakan indikator untuk pasangan variabel independent X, Y dan variabel dependent Z yaitu sebagai berikut (X,Y),  (Z,Y). Data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap motivasi dan kinerja Aparatur Sipil Negara, maka data diolah dengan menganalisa sikap responden terhadap setiap butir kuesioner untuk melihat hasil penilaian responden (positif/negatif), pelaksanaan variabel yang diteliti dengan menggunakan analisis Likert’s Summated Rating.
Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif, setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam sub variabel dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator diukur peringkat jawaban dengan skala ordinal.
Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1). Analisis deskriptif  terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2). Analisis verifikatif, berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif.












Model Analisis jalur Secara Keseluruhan

Berdasarkan gambar  tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel yaitu kompensasi (X1) dan kompetensi (X2) berpengaruh terhadap motivasi (Y) baik secara parsial maupun simultan dan  motivasi (Y) berpengaruh terhadap kinerja (Z).

Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis verifikatif dari “Pengaruh Kompensasi dan Kompentensi Terhadap Motivasi Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat”. Untuk selanjutnya peneliti perlu melakukan pembahasan lebih lanjut tentang kondisi yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut di atas, selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pembahasan Analisis Deskriptif
Berikut ini akan diuraikan hasil analisis deskriptif variabel kompensasi, kompetensi, motivasi, dan kinerja, yaitu sebagai berikut :
1.	Kompensasi
Kompensasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi jawaban memberikan nilai rata-rata variabel kompensasi sebesar 3,32 berada di nilai interval 2,61 – 3,40, yang berarti variabel kompensasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat  yang diukur dengan dimensi kompensasi finansial dan kompensasi non finansial diinterpretasikan dalam kriteria cukup. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi kompensasi finansial memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi kompensasi non finansial memberikan gambaran yang paling rendah.
Nilai rata-rata tertinggi berada pada indikator mengenai  gaji yang diterima selama ini sudah adil dan layak, serta insentif yang diterima sudah sesuai dengan beban kerja yang dilakukan sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada indikator mengenai umpan balik dari pimpinan atas pekerjaan yang dilakukan membuat saya selalu berhati-hati dalam bekerja, pimpinan memperlakuan saya sangat baik, dan mendapatkan jaminan karir yang baik, sehingga saya selalu berusaha meningkatan kinerja.
2.	Kompetensi 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi jawaban memberikan nilai rata-rata variabel kompetensi sebesar 3,18 berada di nilai interval 2,61 – 3,40, yang berarti variabel kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan dimensi motif (motives), sifat (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill)  diinterpretasikan dalam kriteria cukup. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi sifat (traits) memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi keterampilan (skill) memberikan gambaran yang paling rendah.
Nilai rata-rata tertinggi berada pada indikator mengenai  senantiasa melakukan koordinasi secara intensif kepada unit kerja dalam organisasi, dan menyelesaikan   pekerjaan, senantiasa menerapkan prinsip yang berorientasi pada hasil kerja sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada indikator mengenai memiliki kemampuan dalam menganalisis data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, dan senantiasa menggunakan data yang relevan dan terbaru dalam melaksanakan setiap pekerjaan.
3.	Motivasi 
Motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi jawaban memberikan nilai rata-rata variabel motivasi sebesar 3,46 berada di nilai interval 3,41 – 4,20, yang berarti variabel motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur melalui dimensi kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan akan berkuasa  diinterpretasikan dalam kriteria baik. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi kebutuhan berafiliasi memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi kebutuhan berprestasi memberikan gambaran yang paling rendah.
Nilai rata-rata tertinggi berada pada indikator mengenai  diberikan kesempatan untuk berkreatifitas dalam bekerja, dan diberikan punishment/ hukuman oleh pimpinan apabila salah melaksanakan pekerjaan sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada indikator mengenai penghargaan senantiasa diberikan, jika saya bekerja dengan baik, dan dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain.
4.	Kinerja 
Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat. Rekapitulasi jawaban memberikan nilai rata-rata variabel kinerja Aparatur Sipil Negara sebesar 3,46 berada di nilai interval 3,41 – 4,20, yang berarti variabel kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur melalui dimensi kuantitas hasil pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, waktu, orientasi pelayanan, kerjasama, integritas, komitmen dan disiplin diinterpretasikan dalam kriteria baik. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi komitmen memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi disiplin memberikan gambaran yang paling rendah.
Nilai rata-rata tertinggi berada pada indikator mengenai  memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang di emban, dan memiliki sikap terbuka terhadap pendapat atau masukan dari rekan kerja sedangkan nilai rata-rata terendah berada pada indikator mengenai mampu menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dengan baik, dan selalu mempergunakan waktu untuk kerja seefektif mungkin.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara keseluruhan kondisi dari keempat variabel penelitian dapat dilihat pada tabel  di bawah ini :
Tabel 
Nilai Rata-Rata, Standar Deviasi, Rentang Nilai 
dan Kriteria Jawaban Responden
No	Variabel	Rata-Rata	Standar Deviasi	Rentang Nilai	Kriteria
1	Kompensasi 	3,32	0,842	2,48	s/d	4,16	Tidak baik  s/d baik
2	Kompetensi 	3,18	0,638	2,54	s/d	3,82	Tidak baik  s/d baik
3	Motivasi 	3,46	0,615	2,84	s/d	4,07	Cukup             s/d baik
4	Kinerja 	3,46	0,780	2,68	s/d	4,24	Cukup  s/d sangat baik
       Sumber : data diolah 2016
Berdasarkan Tabel  di atas, dimana nilai rata-rata setiap masing-masing variabel berada pada interval nilai rata-rata 3,18 sampai dengan 3,46 dan standar deviasi berada pada interval 0,615 sampai dengan 0,842. Dimana motivasi dan kinerja merupakan variabel yang mempunyai nilai rata-rata tertinggi dan kompetensi merupakan variabel yang mempunyai nilai rata-rata terrendah.
Pembahasan Analisis Verifikatif
Berikut ini akan diuraikan pembahasan analisis verifikatif sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
1.	Pengaruh Secara Parsial dan Simultan Kompensasi dan Kompetensi terhadap Motivasi 
a.	Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi
Dari hasil uji t antara kompensasi (X1) terhadap motivasi (Y) dapat dirumuskan dalam persamaan jalur sebagai berikut : Y = 0,552 X1 + ε1
Persamaan jalur tersebut di atas, menggambarkan bahwa semakin baik kompensasi yang diterima pegawai maka akan meningkatkan motivasi kerja.
Dari hasil uji t antara variabel kompensasi (X1) terhadap motivasi (Y) dengan koefisien jalur 0,552, diperoleh nilai thitung sebesar 7,415 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, maka nilai ttabel = 1,994, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi (X1) mempunyai pengaruh terhadap motivasi (Y).
Besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi baik pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 44,24%.
Hasil penelitian di atas sejalan dengan pernyataan Handoko (2011:30) bahwa faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, berangkat dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu yang dimilikinya kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi (imbalan). Menurut Handoko (2011;155) “Pemberian kompensasi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.” Adanya kompensasi yang memadai dapat membuat karyawan termotivasi untuk bekerja dengan baik, mencapai prestasi seperti yang diharapkan perusahaan, dan dapat meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. 	
Gomez dalam Mangkunegara (2011:165)  menyatakan pada level legislatif pemberian insentif bagi kinerja pegawai yang tinggi dan yang penting komitmen untuk menajemen sumber daya manusia yang adil dan layak akan mempengaruhi motivasi kerja. Motivasi yang kuat akan dapat meningkatkan  kinerja  pegawai   dalam melakukan tugas pekerjaan.
b.	Pengaruh Kompetensi terhadap Motivasi
Dari hasil uji t antara kompetensi (X2) terhadap motivasi (Y) dapat dirumuskan dalam persamaan jalur sebagai berikut : Y = 0,361 X2 + ε1
Persamaan jalur tersebut di atas, menggambarkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki pegawai maka akan meningkatkan motivasi kerja.
Dari hasil uji t antara variabel kompetensi (X2) terhadap motivasi (Y) dengan koefisien jalur 0,361, diperoleh nilai thitung sebesar 4,849 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, maka nilai ttabel = 1,994, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi (X2) mempunyai pengaruh terhadap motivasi (Y).
Besarnya pengaruh kompetensi terhadap motivasi baik pengaruh langsung dan tidak langsung sebesar 26,80%.
McBear (2006:112) menyatakan kompetensi mencakup kompetensi yang nampak maupun tidak nampak, karena kompetensi yang nampak tersebut pada kenyataannya hanyalah sesuatu yang dapat dipelajari hampir oleh semua orang, sehingga hanya dikategorikan sebagai kompetensi prasyarat. Sedangkan kompetensi yang tidak nampak merupakan kompetensi yang akan membedakan antara orang yang akan berkinerja lebih unggul dibandingkan dengan orang lain, kompetensi yang tidak nampak meliputi konsep diri, sikap, dan motif. Kompetensi sebagai fungsi dari perilaku seseorang dan lingkungan di mana yang bersangkutan berada dan menyatakan lingkungan sosial mempengaruhi pengembangan kompetensi.
Harsey dan Blanchard (2010:194) menyatakan bahwa tanpa kompetensi antar pribadi atau lingkungan yang aman secara psikologis, organisasi menciptakan landasan bagi ketidak percayaan, konflik antar kelompok, kekakuan, dan sebagainya, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan keberhasilan organisasi dalam memecahkan persoalan. Sebaliknya, apabila nilai-nilai kemanusiaan atau demokratis ditumbuh kembangkan dalam organisasi, akan berkembang kepercayaan dan hubungan yang tulus di antara orang-orang dan hal ini akan menghasilkan peningkatan kompetensi antar pribadi, kerja sama antar kelompok, keluwesan, dan yang sejenis, serta dapat menimbulkan peningkatan motivasi kerja pegawai.
c.	Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Motivasi
Hasil uji F antara variabel kompensasi  (X1) dan kompetensi (X2) terhadap motivasi (Y), yang dapat dirumuskan dalam persamaan jalur sebagai berikut : Y = 0,552 X1 + 0,361 X2 + ε1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 122,679, dimana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel atau F0 > Ftabel, dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat bebas (2:103-2-1) diperoleh F0.05(2;100) = 2,734.  Karena Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak pada tingkat kekeliruan 0,05, jadi berdasarkan pada hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, secara bersama-sama (simultan) variabel kompensasi  dan kompetensi berpengaruh terhadap motivasi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat.
Pengaruh total atau pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel kompensasi  (X1) dan kompetensi (X2) terhadap motivasi (Y) adalah sebesar 71,04%, sedangkan pengaruh variabel lain di luar variabel yaitu sebesar 28,96%. Varibel lain yang tidak diteliti penulis yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya adalah kepemimpinan.
2.	Pengaruh Motivasi Karyawan terhadap Kinerja 
Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sebesar 75,52% sedangkan pengaruh dari luar variabel kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja pegawai sebesar 24,48%.
Hasil penelitian di atas sejalan dengan pernyataan Timpe (2013:9) bahwa kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu : 1). faktor internal  adalah faktor yang berasal dari dalam atau pegawai itu sendiri, seperti sikap, perilaku, dan kemampuan pekerja sosial fungsional dapat mempengaruhi kerja sehari-hari. 2). Faktor   eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan pegawai. Faktor ini dapat mempengaruhi kecakapan dan motivasi pekerja sosial fungsional.
Gibson, Ivancevich dan Donnely (2011:87) dalam kesimpulannya tentang motivasi mengemukakan bahwa motivasi terkait erat dengan perilaku dan prestasi kerja. Selain itu, dinyatakan bahwa motivasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi diduga kuat berhubungan erat dengan kinerja. Motivasi diberikan kepada pegawai agar pegawai mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menunaikan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, seperti yang dinyatakan oleh Lathan dan Yukl dalam Robbins (2012:228). Dalam rangka memperoleh kinerja yang baik, maka motivasi yang diperlukan adalah motivasi yang kuat, yaitu yang mempunyai intensitas, tujuan dan ketekunan, sebagaimana yang dikatakan oleh Robbins (2012:208). 
V. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Simpulan
1.	Kondisi kompensasi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :
a.	Kompensasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan dimensi kompensasi finansial dan kompensasi non finansial diinterpretasikan dalam kriteria cukup. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi kompensasi finansial memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi kompensasi non finansial memberikan gambaran yang paling rendah. Terdapat beberapa indikator disarankan menjadi fokus perbaikan walaupun secara umum kompensasi cenderung sudah cukup baik, yaitu mengenai umpan balik dari pimpinan atas pekerjaan yang dilakukan, dan mendapatkan jaminan karir yang baik.
a.	Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan dimensi motif (motives), sifat (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill)  diinterpretasikan dalam kriteria cukup. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi sifat (traits) memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi keterampilan (skill) memberikan gambaran yang paling rendah. Terdapat beberapa indikator disarankan menjadi fokus perbaikan walaupun secara umum kompetensi pegawai cenderung sudah cukup baik, yaitu mengenai kemampuan dalam menganalisis data, dan senantiasa menggunakan data yang relevan dan terbaru dalam melaksanakan setiap pekerjaan.
2.	Motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Bara yang diukur melalui dimensi kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan akan berkuasa  diinterpretasikan dalam kriteria baik. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi kebutuhan berafiliasi memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi kebutuhan berprestasi memberikan gambaran yang paling rendah. Terdapat beberapa indikator disarankan menjadi fokus perbaikan walaupun secara umum motivasi kerja cenderung sudah cukup baik, yaitu mengenai penghargaan yang diberikan, dan dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain.
2.	Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yang diukur melalui dimensi kuantitas hasil pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, waktu, orientasi pelayanan, kerjasama, integritas, komitmen dan disiplin diinterpretasikan dalam kriteria baik. Apabila dibandingkan antara dimensi, maka dimensi komitmen memberikan gambaran yang paling baik sedangkan dimensi disiplin memberikan gambaran yang paling rendah. Terdapat beberapa indikator disarankan menjadi fokus perbaikan walaupun secara umum kinerja cenderung sudah baik, yaitu mengenai mampu menyelesaikan setiap pekerjaan, dan selalu mempergunakan waktu untuk kerja seefektif mungkin.
2.	Besarnya pengaruh kompensasi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 44,24% dan sisanya 55,76% dipengaruhi oleh variabel lain.
2.	Besarnya pengaruh kompetensi terhadap  motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sebesar 26,80% dan sisanya 73,20% dipengaruhi oleh variabel lain.
2.	Besarnya pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sebesar 71,04% dan sisanya 28,96% dipengaruhi oleh variabel lain.
2.	Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sebesar 75,52% dan sisanya 24,48% dipengaruhi oleh variabel lain.

Rekomendasi
1.	Penulis menemukan satu hal yang dinilai masih perlu ditinjau ulang dari unsur motivasi yaitu pemberian insentif. Untuk sebagian besar pegawai bonus, penghargaan dan promosi menjadi motivator yang paling utama, oleh karena itu disamping gaji yang diterima oleh pegawai, tunjangan kesehatan perlu adanya platform yang disesuaikan dengan tingkatan/golongan pegawai. Sehingga motivasi kerja akan meningkat yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai yang bertolak ukur pada visi dan misi BPMPT.
1.	Sebaiknya pemberian penghargaan (reward) oleh pimpinan kepada pegawai yang berprestasi lebih diperhatikan lagi sehingga pegawai terpacu untuk mencapai prestasi yang terbaik karena usaha/jerih payah yang dilakukanya mendapat perhatian dan penghargaan.
1.	Pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi tetapi bukan berarti bersifat otoriter  terhadap bawahannya melainkan sifat kepemimpinan yang mampu membimbing bawahannya dan mampu menjalin hubungan yang baik sehingga bawahan dapat berkerja lebih baik dan mampu memberikan contoh yang baik bagi bawahannya sehingga dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan motivasi kerja mereka.
1.	Pimpinan harus lebih memperhatikan hal yang berhubungan dengan kepuasan kerja terutama menyangkut hubungan antara atasan dan bawahan, pimpinan hendaknya berusaha untuk memberikan perhatian berupa penghargaan, penghargaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu pujian yang tulus atas prestasi kerja. Hal ini berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan.
1.	Faktor-faktor kompetensi yang perlu dijadikan standar kinerja khususnya bagi pegawai adalah dimensi pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kompetensi individu di bidang kognitif serta dimensi motif, sifat, dan konsep diri yang akan melengkapi kompetensi individu tersebut. 
1.	Sebaiknya organisasi bisa lebih teliti dalam penempatan pegawai pada suatu jabatan tertentu dan dapat menyesuaikan posisinya dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki pegawai, sehingga tidak akan ada kesalahan dalam penempatan.
1.	Dari hasil penilaian terhadap kinerja pegawai BPMPT, terdapat beberapa aspek  kinerja pegawai dinilai masih rendah, yaitu efisiensi waktu, kuantitas kerja, dan kualitas hasil kerja. Dalam hal ini penulis menyarankan sebaiknya pihak manajemen secara berkala melakukan penilaian dan evaluasi kinerja.
1.	Penelitian ini baru sebagian faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Jika dilihat dari epsilonnya (faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai) masih cukup besar, diantaranya; kepemimpinan. Faktor-faktor tersebut dapat diteliti lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.
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